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BAB XVI
GANTI RUGI DAN SANKSI

Pasal 94

(1) Setiap kerugian akibat kelalaian, penyalahgunaan/ pelanggaran hukum
atas pengelolaan aset desa diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Aset Desa diatur dalam
Peraturan Desa.

BAB XVII
PEMBIAYAAN

Pasal 96

Dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan aset Desa,
pembiayaan dibebankan pada APB Desa.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 97

Pengelolaan aset Desa khususnya yang terkait dengan pemanfaatan dan
pemindahtanganan yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses
sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetap dapat dilaksanakan
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XIX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 98

(1) Kekayaan milik Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di
Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.

(2) Aset Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah dikembalikan
kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.

(3) Kekayaan milik Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang dihibahkan
kepada Desa dan aset Desa yang dikembalikan kepada Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
















































